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ABSTRAK

Sebagai generasi penerus bangsa pada kenyataan saat ini tidak sedikit
anak-anak bangsa terjerumus ke hal-hal yang tidak mendorong mereka tumbuh
sebagai anak bangsa yang berkualitas, salah satu yang menjadi pengganjal
perkembangan anak yaitu penyalagunaan narkotika di kalangan anak.Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan masuk kawasan 5 besar angka tertinggi
tahun 2014 dalam penyalah gunaan narkoba termasuk Anak-anak, Maka dari itu
seharusnya anak yang berusia 15-18 tahun juga harus di upayakan diversi, agar
terwujudnya keadilan restoratif bagi anak yang melakukan tindak pidana
khususnya penyalahgunaan narkoba. Sehingga anak tidak dirampas
kemerdekaannya dan dapat berkembang sesuai dengan harkat dan martabat anak
itu sendiri. Oleh karena itu penyusun tertarik untuk meneliti penegakan hukum
terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan psikotropika oleh anak
dibawah umur diwilayah kota yogyakarta tahun 2014.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris, yang diteliti
pada awalnya adalah data sekunder kemudian dilanjutkan dengan penelitian
terhadap data primer di lapangan atau terhadap masyarakat. Spesifikasi penelitian
yang digunakan adalah deskriptif-analisis. Metode analisis yang digunakan adalah
analisis kualitatif, yaitu metode analisis yang pada dasarnya mempergunakan
pemikiran logis, analisis dengan logika, dengan induksi, analogi / interpretasi,
komparasi dan sejenisnya. Metode berfikir yang dipergunakan adalah metode
induktif, yaitu dari data / fakta menuju ke tingkat abstraksi yang lebih tinggi,
termasuk juga melakukan sintesis dan mengembangkan teori (bila diperlukan dan
datanya menunjang). Dari analisis tersebut kemudian akan ditarik kesimpulan
sebagai jawaban atas permasalahan yang ada.

Polresta Yogyakarta, memberikan penanganan secara khusus mulai
penangkapan, pemeriksaan dan penempatan ruang pemeriksaan, serta anak
didampingi orang tua. Agar tidak menimbulkan stigma buruk dan hak-hak anak
yang berhadapan dengan hukum terlindungi. Sehingga sesuai dengan SOP atau
buku panduan polisi khusus untuk penanganan anak yang berperkara dan UU No.
11 Tahun 2012, tentang Sistem Pengadilan Pidana Anak. anak yang berhadapan
dengan hukum, mulai proses penangkapan, penyidikan, hingga proses peradilan di
Pengadilan Negeri Yogyakarta sampai saat ini sudah sesuai dengan UU No. 11
Tahun 2012, tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, UU No. 23 Tahun 2002,
tentang Perlindungan Anak
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BAB 1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Ancaman bahaya penyalahgunaan narkotika di Indonesia kian
meningkat dan mengarah pada generasi muda.Bahkan sudah memasuki tingkat
sekolah-sekolah maupun kampus. Kelompok usia muda sangat rawan terhadap
penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Hasil survey Badan Narkotika Nasional (BNN), tahun 2009 diperoleh
data, rata-rata usia pertama kali menyalahgunakan narkotika pada usia yang
sangat muda yaitu umur 12-15 tahun. Angka penyalahgunaan di kalangan
pelajar dan mahasiswa untuk pernah pakai sebesar 7,5 persen dan setahun pakai
4,7 persen. Angka penyalahgunaan narkotika ini juga berbeda menurut jenis
kelamin, usia dan jenjang pendidikan. Angka penyalahguna pada kelompok
laki-laki lebih tinggi dibanding perempuan. Semakin tinggi kelompok usia,
semakin tinggi angka penyalahgunaan narkotikanya. Serta semakin tinggi
jenjang pendidikan maka semakin besar angka kejadian penyalahgunaan
narkotika. Hasil survey tahun 2006 dan 2009 menunjukkan pola sama bahwa
angka penyalahgunaan narkotika lebih tinggi pada sekolah swasta dibandingkan

sekolah negeri dan agama.'Berdasarkan hasil survey di atas bahaya rentan

'HRM.Kurniawan ,Mahasiswa dan Bahaya Narkotika, ( Yogyakarta : BNNP D.I.
Yogayakarta, Edisi Cetakan ulang, 2012), hlm. 2-3.



narkotika adalah usia muda 12-15 tahun disebut dengan anak. Menurut
Undang-undang No. 35

Tahun 2014, tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ke lyang disebut
dengananak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun,
termasuk anak yang di dalam kandungan. Anak adalah bagian dari generasi
muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan
penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis,
mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan
dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan
sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang.2

Sebagai generasi penerus bangsa pada kenyataan saat ini tidak sedikit
anak-anak bangsa terjerumus ke hal-hal yang tidak mendorong mereka tumbuh
sebagai anak bangsa yang berkualitas, salah satu yang menjadi pengganjal
perkembangan anak yaitu penyalagunaan narkotika di kalangan anak.
Keberadaan anak perlu mendapatkan perhatian, dalam perkembangannya ke
arah dewasa, terkadang melakukan perbuatan yang lepas kontrol, mereka
melakukan perbuatan yang tidak baik sehingga dapat merugikan orang lain atau
merugikan dirinya sendiri.

Tingkah laku yang demikian disebabkan karena dalam masa

pertumbuhan sikap dan mental anak belum stabil, dan juga tidak terlepas dari

’Lihat Undang-undang No. 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun
2002, tentang Perlindungan Anak.



lingkungan pergaulannya. Sudah banyak contoh karena lepas kendali,
kenakalan anak sudah menjadi tindak pidana atau kejahatan, sehingga
perbuatan tersebut tidak dapat ditolerir lagi. Anak yang melakukan kejahatan
harus berhadapan dengan aparatpenegak hukum untuk mempertanggumg
jawabkan perbuatannya.

Pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan oleh anak dapat mengancam
mental anak dan masyarakat, menjadi semakin merajalelela tanpa kontrol yang
cukup antara lain dapat berupa keterlibatan anak dalam penyalahgunaan
narkotika maupun yang lainnya. Meningkatnya penyalahgunaan narkotika di
kalangan anak dalam usia muda telah mengisi dan menambah pola kriminalitas
baru. Oleh karena itu, ketika anak menjadi pelaku tindak pidana negara harus
memberikan perlindungan kepadanya.’

Kejadian penyalahgunaan narkotika di kota relatif tinggi dibadingkan
kabupaten. Hal ini mengindikasikan bahwa peredaran narkotika jauh lebih
marak di kota-kota besar dibandingkan di kabupaten. Berdasarkan hasil survey
nasional perkembangan penyalahgunaan narkoba tahun anggaran 2014, yang
masuk 5 besar angka tertinggi penyalahgunaan narkoba adalah daerah Jakarta,
Kalimantan Timur, Sumatra Utara, Kepulauan Riau, dan D.I. Yogayakarta.

Sedangkan untuk Tahun 2008, Jakarta, Yogyakarta, Maluku, Maluku Utara,

*Yap Manaffe, Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, ( Yogyakarta : BNNP
D.1.Yogyakarta, Edisi Cetakan ulang, 2012), hlm. 6-7.



dan Gorontalo. Untuk tahun 2011 yang masuk lima besar daerah Jakarta,
Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Sumatra Utara dan Yogyakarta.*

Daerah perkotaan misalnya Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,
merupakan masuk kawasan 5 besar angka tertinggi tahun 2014 dalam penyalah
gunaan narkoba. Hal ini merupakan tren pengaruh budaya perkotaan yang
sangat dirasakan langsung oleh masyarakat sekitarnya.Sebagai salah satu
contoh adanya kecenderungan pola hidup yang serba instan dengan alasan
kepraktisan.Seiring dengan keberhasilan orang tua anak-anaknya diserahkan
kepada pembantu rumah tangga. Dalam kondisi ini sudah dapat dipastikan akan
adanya kekurangan kasih sayang dari orang tua, meskipun orang tua mencukupi
dalam hal materi namun bukan menjadi pola kasih sayang melainkan, dapat
menjerumuskan anak dalam hal-hal kegiatan negatif. Disebabkan anak dapat
melakukan apa saja dengan materi yang dicukupi oleh orang tuanya. Tanpa
adanya bimbingan, asuhan serta kasih sayang orang tua maka anak lebih
cenderung lepas kontrol dalam segala aktivitasnya.’

Berdasarkan hasil laporan Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta, rekapitulasi tersangka narkoba persatuan wilayah umur

tersangka tahun 2014, golongan umur 8 s/d 18 tahun, di tangani POLDA DIY

*Hasil SurveyNasional, Penyalahgunaan dan Perkembangan Narkoba Tahun Anggaran 2014
di Indonesia, Jakarta : Badan Narkotikan Nasional.

*Laporan Tahunan Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun
2014.



sebanyak 1 orang, POLRESTA Yogyakarta sebanyak 6 orang, POLRES
Sleman sebanyak 1 orang, POLRES Bantul sebanyak 1 orang, POLRES
Kulonprogo 0 orang, POLRES Gunung Kidul 0 orang, dan BNNP DIY
sebanyak 1 orang. Total keseluruhan menjadi 10 orang untuk Provinsi
D.I.Yogyakarta, berdasarkan klasifikasi usia yang disebut dengan anak.®

Hal ini sesuai dengan penjabaran di atas angka tertinggi anak dalam
penyalahgunaan narkotika terletak pada wilayah perkotaan. Khususnya di kota
Yogyakarta sendiri sebanyak 6 orang sedangkan di kabupaten cenderung 1
orang bahkan tidak ada sama sekali. Secara hukum negara telah memberikan
perlindungan anak melalui berbagai aturan yang telah diundangkan.Diantaranya
UU No. 35 Tahun 2014 perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002, tentang
Perlindungan Anak.

Penanganan anak yang melakukan tindak pidana telah diatur dalam UU
No. 03 Tahun 1997, tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, telah memberikan
perlakuan khusus terhadap anak-anak yang melakukan suatu tindak pidana,
baik dalam hukum acaranya maupun peradilannya. Hal ini mengingat sifat anak
dan keadaan psikologisnya dalam beberapahal tertentu memerlukan perlakuan
khusus serta perlindungan yang khusus pula, terutama terhadap tindakan-

tindakan yang pada hakekatnya dapat merugikan perkembangan mental maupun

SLaporan Tahunan Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun
2014, Rekapitulasi Tersangka Narkoba per satuan wilayah umur tersangka Tahun 2014.



jasmani anak.Direalisasikan dengan dimulai pada perlakuan khusus saat
penahanan, yaitu menahan anak terpisah dari bagian orang dewasa.’

Penerapan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan
yangdilakukan olah anak pada dasarnya bersifat dilematis. Di satu sisi,
penggunaanhukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan yang
dilakukan anakdengan menempatkan anak sebagai pelaku kejahatan akan
menimbulkan dampak negatif yang sangat kompleks, tetapi disisi lain
penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan anak
justru dianggap sebagai pilihan yang rasional dan legal.

Berbagai instrument Hukum, baik Nasional maupun Internasional
mengisyaratkan, bahwa  penanggulangan  penyalahgunaan  narkotika
yangdilakukan oleh anak melalui penggunaan hukum pidana harus dihindarkan
apabila mengorbankan kepentingan anak. Penegakan hukum terhadap anak
menjadi tidak bermakna apa-apa apabila ternyata dampak negatif
yangditimbulkannya lebih besar dan lebih berbahaya. Penegasan ini
diperlukan,mengingat penanggulangan penyalahgunaan narkotika yang
dilakukan oleh anak melalui penggunaan hukum pidana sangat potensial
terhadap penderitaan anak baik fisik maupun mental anak, oleh karena itu perlu
dipikirkan kebijakan alternatifnya. Bahkan menurut the united nations standart

minimum rules for the administration of juvenile justice (Beijing rules),

"Wagiati Soetodjo, Hukum Pidana Anak, ( Bandung : Refika Aditama, 2006 ), hlm. 33-34.



terhadap pelaku kejahatan anak sejauh mungkin harus dihindarkan dari proses
pengadilan.®

Melihat fakta di lapangan seringkali hak-hak anak dalam proses
penegakan hukum terhadap hak-hak anak yang melakukan tindak pidana tidak
dilindungi pada setiap proses penyidikan hingga peradilannya. Tentunya
amanat UU No. 03 Tahun 1997, dalam hal ini wajib mengutamakan keadilan
restoratif (restoratif justice), artinya pemenuhan keadilan dan perlindungan
dalam hak-hak anak tersebut.Kedudukan anak menurut UU No. 03 Tahun 1997,
Pasal 22 anak hanya dapat dijatuhi pidana berdasarkan ketentuan undang-
undang yang berlaku. Sedangkan untuk anak yang berusia 8-18 tahun maka
dapat dipidana dengan batasan-batasan tertentu sesuai UU No. 03 Tahun 1997.

Maka dari itu seharusnya anak yang berusia 8-18 tahun juga harus di
upayakan diversi, agar terwujudnya keadilan restoratif bagi anak yang
melakukan tindak pidana khususnya penyalahgunaan narkoba.Sehingga anak
tidak dirampas kemerdekaannya dan dapat berkembang sesuai dengan harkat
dan martabat anak itu sendiri.Dapat diambil kesimpulan anak yang belum
genap berumur 18 tahun merupakan anak dibawah umur.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini penulis
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mengambil  judul Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana

*Made Sadhi Astuti, Hukum Pidana Anak dan Perlindungan Anak, (Malang : Universitas
Negeri Malang Press, 2003), him.91.



Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Dibawah Umur di Kota Yogyakarta
Tahun 2014”.
B. Rumusan Masalah
Dari latar belakang yang dikemukakan di atas, inti dari permasalahan
yang menjadi titik tolak penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Penegakan hukum terhadap anak dibawah umur pelaku tindak
pidana narkotika di Kota Yogyakarta tahun 2014?

2. Apakah pelaksanaan penjatuhan hukuman terhadap anak dibawah
umurpelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika sesuai dengan
ketentuan UU No. 35 Tahun 2014, tentang Perlindungan Anak dan UU No.
03 Tahun 1997, tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Mengetahui secara rinci mengenai pelaksanaan dalam penegakan
hukumterhadap anak dibawah umur penyalahgunaan narkotika.

b. Mengetahui sejauh mana perlindungan anak dalam proses pemidanaan
anak, di bawah umur 18 tahun tentang penyalahgunaan narkoba.

2. Kegunaan Penelitian
a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran
terhadap perkembangan pengetahuan ilmu hukum khususnya dibidang

konsentrasi hukum pidana.



b. Kegunaan Praktis
Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana informasi awal bagi
peneliti yang hendak meneliti bidang kajian yang sama maupun bagi
para perencana dalam proses penegakan hukum anak penyalahgunaan

narkotika.

D. Telaah Pustaka

Sebelum melakukan penelitian ini, penulis terlebih dahulu melakukan
penelusuran terhadap beberapa hasil penelitian baik yang berupa karya ilmiah
maupun buku, berkaitan dengan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana
Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak di Bawah Umur di Kota Yogyakarta
Tahun 2014. Adapun karya-karya hasil dari penelusuran penulis diantaranya :

Skripsi yang berjudul Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Anak
dalam Kasus Narkotika dan Psikotropika ( Studi Kasus di Polda Daerah Istimewa
Yogyakarta), membahas tentang bagaimana peran penyidik polisi dalam
penegakan hukum pidana terhadap anak sebagaimana yang telah diatur oleh
Undang-undang tentang pengadilan anak.’

Kemudian skripsi yang berjudul Rehabilitasi anak korban penyalahgunaan

Narkotika oleh Panti Sosial Parmadi Putra dalam Perspektif tujuan pemidanaan

*Nurhaliza Neci Putri, “Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Anak Dalam Kasus
Narkotika dan Psikotropika (Studi Kasus di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta)”, (Fakultas Syariah
dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013).
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Islam, membahas tentang bagaimana rehabilitasi seorang anak yang menjadi
pecandu akibat penyalahgunaan narkotika disebuah panti rehabilitasi yang
bertempat di Yogyakarta, skripsi ini lebih menitik beratkan pada pandangan
hukum pidana Islam."

Selanjutnya skripsi yang berjudul Pemidanaan Terhadap Anak Pelaku
Penyalahgunaan Narkotika di Daerah Istimewa Yogyakarta, membahas tentang
pemidanaan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika di Daerah Istimewa
Yogyakarta dan faktor-faktor yang mempengaruhi penjatuhan sanksi pidana
terhadap anak'', sedangkan dalam skripsi ini menitik beratkan pada
penyelidikandan penyidikan tindak pidana narkotika dan psikotropika terhadap
anak di Polda DIY.

Skripsi yang berjudul Penyalahgunaan Narkotika ditinjau dari segi Hukum
Pidana membahas tentang penanggulangan penyalahgunaan narkotika ditinjau
dari segi hukum pidana dan hambata-hambatan yang dihadapi oleh aparat
penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika'?,

sedangkan dalam skripsi ini membahas tentang prosedur penyelidikan dan

"Siti Rahmawati, “Rehabilitasi Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika oleh Panti Sosial
Parmadi Putra dalam Perspektif tujuan Pemidanaan Islam, (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas
Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014).

"'Sekar Asri Ramadhan, “Pemidanaan Terhadap Anak Pelaku Penyalahgunaan Narkotika di
Daerah Yogyakarta”, (Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2010).

"“Agustin Sonya Maria, “Penyalahgunaan Narkotika di tinjau dari Segi Hukum Pidana”,
(Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2010).
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penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika dan psikotropika di
Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berdasarkan penelusuran penulis di atas ada persamaan dengan karya
penulis yakni pada anak penyalahgunaan narkoba, namun perbedaannya penulis
lebih menitik beratkan terhadap hak-hak anak dibawah umur dalam proses
penegakan hukum yakni mulai dari penyidikan hingga ke pemidanaan anak,
sehingga dapat diketahui, sudah sesuai prosedur atau tidak dalam keadilan

restoratif (restoratif justice).

E. Kerangka Teoritik
1. Pengertian Penegakan Hukum (Law Enforcement)

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya
atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman
perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan
bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan
hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan
sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau
sempit.Dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek
hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan
normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan

mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia
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menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi
subjeknya itu, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparatur
penegakan hukum tertentu menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan
hukum berjalan sebagaimana seharusnya.Dalam memastikan tegaknya hukum
itu, apabila diperlukan aparatur penegakan hukum diperkenankan untuk
menggunakan daya paksa."

Penegakan hukum sebagai suatu proses yang pada hakikatnya
merupakan penerapan direksi yang menyangkut membuat keputusan yang
tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum akan tetapi mempunyai unsur-
unsur penilaian pribadi ( wayne la-favie). Secara konsepsional, inti dan arti
penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai
yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak
sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan,
melahirkan dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup."

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan
menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah
atau pandangan nilai yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak

sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan,

Bhttp ://www.google.com//penegakanhukum-jimlyasshiddigie//, diakses pada hari Minggu,
Tanggal 02 Oktober 2016, Pukul 14.31 WIB.

“Soerjono Soekanto, Faktor-fuktor Yang Mempengaruhi Pengekakan Hukum,(Jakarta : PT.
Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 5.
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memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan
hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik
sebagaimana seharusnya patut dipatuhi.Oleh karena itu, memberikan keadilan
dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum in concreto dalam
mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materil dengan
menggunakan prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal."

Menurut Jimmly Asshiddie, penegakan hukum dapat ditinjau dari
sudut objeknya, yakni dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga
mencakup makna yang luas dan sempit.Dalam arti luas, penegakan hukum itu
mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan
formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.Tetapi
dalam arti sempit, pengakan hukum itu hanya menyangkut penegakan
peraturan yang formal dan tertulis saja.Oleh karena itu perkataan Law
Enforcement diartikan penegakan hukum dalam arti luas dan dalam arti
sempit.

Secara objektif penegakan hukum ialah norma yang hendak
ditegakkan mencakup pengertian hukum formal dan materil. Hukum formal
hanya bersangkutan dengan peraturan perundang-undangan yang tertulis,
sedangkan hukum materil mencakup segala pengertian nilai-nilai keadilan

yang hidup dalam masyarakat. Dimaksudkan untuk menegaskan bahwa

“Delyana Sahnt, Konsep Penegakan Hukum, (Yogyakarta : Liberty, Edisi Cetak Ulang,
2004), him. 32
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hukum yang harus ditegakkan, pada intinya bukanlah norma aturan itu sendiri,
melainkan nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Memang ada
doktrin yang membedakan antara tugas hakim dalam proses pembuktian
dalam perkara pidan dan perdata. Dalam perkara perdata bahwa hakim cukup
menemukan kebenaran formil belaka, sedangkan dalam perkara pidana,
barulah hakim diwajibkan mencari dan menemukan kebenaran materil yang
menyangkut nilai-nilai keadilan yang harus diwujudkan dalam peradilan
pidana.Kewajiban ini tidak hanya pada pidana saja namun untuk perdata juga,
agar terwujud keadilan.'®
2. Pengertian anak dan Hak-haknya

Pengertian anak yang diatur dalam hukum nasional maupun
internasional, didasarkan pada batasan usia. Secara nasional definisi anak
adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun atau belum menikah."”
Sedangkan dalam UU No. 35 Tahun 2014 perubahan atas UU No. 23 Tahun
2002, tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ke 1 menyebutkan anak adalah
seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang

masih dalam kandungan.

“hitp ://www.google.com//penegakanhukum-jimlyasshiddigie//, diakses pada hari Minggu,
Tanggal 02 Oktober 2016, Pukul 14.31 WIB.

'"Lihat Pasal 292, 294, 295 dan Pasal 297 KUH Pidana, Lihat juga Pasal 1 ayat 2 UU No. 4
Tahun 1997, tentang Kesejahteraan Anak, Lihat juga Pasal 330 KUH Perdata.
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Batasan-batasan usia anak dapat juga dilihat dalam dokumen-dokumen
Internasional, seperti :
a. Task Force on Juvenile Delinquency Prevention, menentukan bahwa
seyogyanya batasan usia penentuan seseorang dikategorikan sebagai
anak dalam konteks pertanggung jawaban pidananya ditetapkan
terendah 10 tahun dan batasan atas antara 16-18 tahun
b. Resolusi PBB 40/33 tentang UN Standart Minimum Rules For the
Administration of Juvenile Justice (Beijing Rules) menetapkan batas
usia anak yaitu seseorang yang berusia 7-18 tahun
c. Resolusi PBB 45/113 hanya menentukan batas atas 18 tahun, artinya
anak adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun.'®
Senyatanya aturan yang dibuat dalam konvensi internasional, batasan
usia berdasarkan pada pertanggung jawaban dalam pidana, menunjukkan
sebagian besar mengatur usia minimum 7 dan 8 tahun, sedangkan batas usia
maksimal 18 tahun. Berdasarkan pertanggung jawabannya, Indonesia
mengatur sendiri batasan usia yang dapat dipidana. Hal ini secara eksplisit di
atur dalam UU No.11 Tahun 2012, tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,
disebutkan Pasal 1 Ke 2, yang berbunyi :

“Anak yang berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik

dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak
yang menjadi menjadi saksi tindak pidana”

"paulus Hadisuprapto, Juvenile Deliquency Pemahaman dan Penanggulangannya, (Bandung
: Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 8.



16

Pasal 1 Ke 3, tentang usia anak yang berkonflik dengan hukum sebagai

berikut :

“Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak
adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum
berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak
pidana”

Pasal 1 Ke 4, tentang anak yang menjadi korban tindak pidana

ketentuan usia sebagai berikut:

yakni :

“Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut
anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun
yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi
yang disebabkan oleh tindak pidana”

Pasal 1 Ke 5, tentang anak yang dapat menjadi saksi tindak pidana,

“Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak
saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang
dapat memberikan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan
pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang
didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri”

Sistem Peradilan Pidana tidak hanya mengatur batas usia yang dapat

dikenakan pertanggung jawaban saja, melainkan hak-hak anak juga di

lindungi, berdasarkan asas-asas yang termaktub dalam Pasal 2 yakni :

a.

b.

C.

Perlindungan;
Keadilan;

Nondiskriminasi;
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d. Kepentingan terbaik bagi anak;

e. Penghargaan terhadap pendapat anak;

f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;

g. Pembinaan dan pembimbingan anak;

h. Proporsional;

1. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan
j. Penghindaran pembalasan.

Apabila anak berkonflik dengan hukum, maka anak memiliki
kekhususan dalam hal penanganannya mulai dari tingkat penyidikan hingga
proses peradilannya, sehingga dapat terjamin hak-hak anak, yakni Pasal 3
yang berbunyi : “setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak”

a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan
sesuai dengan umurnya;

b. Dipisahkan dari orang dewasa;

c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;

d. Melakukan kegiatan rekreasional;

e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam,
tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;

f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;

g. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya

terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
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h. Memperoleh keadilan dimuka pengadilan anak yang objektif, tidak
memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum,;
i. Tidak dipublikasi identitasnya;
j. Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya
oleh anak;
k. Memperoleh advokasi sosial;
1.  Memperoleh kehidupan pribadi;
m. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
n. Memperoleh pendidikan;
0. Memperoleh pelayanan kesehatan;dan
p. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
3. Penyalahgunaan Narkotika
Ancaman penyalahgunaan narkotika semakin hari semakin
memprihatinkan, karena dampak yang ditimbulkan sangatlah beresiko tinggi
terhadap  kesehatan, fistkk ~ maupun  psikis seseorang  yang
menggunakannya.Indonesia merupakan negara yang menjadi transit peredaran
gelap narkotika, sehingga banyak masyarakat yang menggunakan
narkotika.Penyalahgunaan narkotika tidak hanya sebatas orang dewasa namun
sudah menyasar kepada generasi muda. Hal ini mengakibatkan generasi muda
Indonesia tidak dapat berkembang sesuai dengan harkat dan martabatnya,
apabila ini dibiarkan secara terus menerus maka generasi penerus bangsa

selanjutnya akan punah. Maka pemerintah dan jajaran aparat penegak hukum
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cukup keras dengan memberi sinyal bahwa Indonesia darurat narkoba
menyatakan perang terhadap narkoba.

Indonesia telah mengatur secara tegas tentang penyalahgunaan
narkoba, melalui UU No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika. Bahkan
indonesia memiliki Badan khusus yang menangani narkotika, yakni Badan
Narkotika Nasional (BNN) yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2010. Dalam
UU No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, disebutkan bahwa Narkotika
adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik
sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau
perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa
nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantunga, yang dibedakan dalam 3
golongan, yatu :

a. Narkotika Golongan Satu
b. Narkotika Golongan Dua
c. Narkotika Golongan Tiga

Akibat penyalahgunaan narkotika, dapat dibedakan menjadi tiga, yakni

a. Depresan, yaitu menekan sistem syaraf pusat dan mengurangi aktifitas
fungsional tubuh sehingga pemakai merasa tenang, bahkan bisa
membuat pemakai tidur dan tak sadarkan diri. Apabila kelebihan dosis

bisa mengakibatkan kematian. Jenis narkoba depresan antara lain
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opioda, dan berbagai turunannya seperti morphin dan heroin. Contoh

adalah putaw.

b. Stimulan, merangsang fungsi tubuh dan meningkatkan kegairahan
serta kesadaran. jenis stimulan : Kafein, kokain, amphetamin.
Contohnya, shabu dan ekstasi.

c. Halusinogen, dampak utamanya adalah mengubah daya persepsi atau
mengakibatkan halusinasi. Halusinogen kebanyakan berasal dari
tanaman seperti mescaline dari kaktus dan psilocybin dari jamur-
jamuran. Selain itu ada juga yang diramu di laboratorium seperti LSD.
Yang paling banyak dipakai adalah marijuana atau ganja.

Kebanyakan zat dalam narkotika sebenarnya digunakan untuk
pengobatan dan penelitian. Tetapi karena berbagai alasan, mulai dari
keinginan untuk coba-coba, ikut trend atau gaya, lambang status sosial, ingin
melupakan persoalan, dll. Maka narkotika kemudian disalahgunakan.
Penggunaan secara terus menerus akan menyebabkan ketergantungan atau
dependensi atau kecanduan. Penyalahgunaan narkotika tidak hanya
berdampak pada kesehatan, fisik, psikis dan sosial juga.19

Dampak tersebut di atas terhadap penyalahgunaan narkoba berakibat
pada diri sendiri dan sosial, namun Indonesia mengancam lebih tegas lagi

melaui  peraturan  perundang-undangannya.Ancaman hukuman  bagi

YHRM.Kurniawan ,Mahasiswa dan Bahaya Narkotika, ( Yogyakarta : BNNP D.L
Yogayakarta, Edisi Cetakan ulang, 2012), hlm. 13-15.
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penyalahgunaan narkotika diatur lebih lanjut dalam UU No. 35 Tahun 2009,
tentang Narkotika.Ancaman yang diberikan bermacam-macam tergantung
pada unsur tindak pidananya, jenis narkotikanya, dan berat barang buktinya.*
F. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Penelitian ini merupakan perpaduan anatara penelitian perpustakaan
(Library Research) dan penelitian lapangan (Field Research). Penelitian
perpustakaan adalah penelitian tentang aturan dasar pemidanaan terhadap
anak pelaku tindak pidana narkotika menurut peraturan perundang-undangan,
sedangkan penelitian lapangan untuk mengetahui sejauh mana penerapan UU
No. 11 Tahun 2012, tentang Sistem Pengadilan Pidana Anak dalam proses
penegakan hukumnya berkaitan dengan Peradilan Anak kasus tindak pidana
penyalahgunaan narkotika di Kota Yogyakarta pada Tahun 2014.
2. Pendekatan penelitian
Pendekatan yang digunakan dalam memahami dan mendekati obyek
penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis
(hukum dilihat sebagai norma atau das solen), karena dalam membahas dalam
permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum tertulis,

kemudian bahan hukum sekunder. Pendekatan empiris (hukum sebagai

»Lihat UU No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, dalam Pasal 111 ayat (1) dan (2), Pasal
112 ayat (1) dan (2), Pasal 113 ayat (1) dan (2), Pasal 114 ayat (1) dan (2), Pasal 115 ayat (1) dan (2),
Pasal 116 ayat (1) dan (2), Pasal 117 ayat (1) dan (2), Pasal 118 ayat (1) dan (2), Pasal 119 ayat (1) dan
(2), Pasal 120 ayat (1) dan (2), Pasal 121 ayat (1) dan (2), Pasal 122ayat (1) dan (2), Pasal 123 s/d.
Pasal 153.
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kenyataan sosial, kultural dan das sein), karena dalam penelitian ini
digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan.

Pendekatan yuridis empiris maksudnya, bahwa dalam menganalisis
permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum primer
(yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di
lapangan yaitu tentang Penegakan hukum terhadap anak dibawah umur
penyalahgunaan narkotika di Kota Yogyakarta tahun 2014.

3. Lokasi Penelitian
Di Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta
4. Sifat penelitaian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis maksudnya adalah analisis
penelitian yang mengungkapkan suatu masalah atau keadaan ataupun
peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat mengungkapkan fakta.

5. Sumber Data
a. Data Primer
Adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan berbagai
narasumber yaitu aparat penegak hukum di instansi Hakim Pengadilan
Negeri Kota Yogyakarta atau yang terkait, Badan Narkotika Nasional
Kota Yogyakarta dan Staf Seksi Registrasi Klien Anak di Balai
Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Yogyakarta.

b. Data Sekunder
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Adalah data yang secara tidak langsung memberikan keterangan yang

bersifat mendukung sumber data primer, data tersebut digolongkan

menjadi :

1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan yang berhubungan erat
dengan permasalahan yang diteliti dan sifatnya mengikat, terdiri dari :

a) KUHP dan KUHAP

b) Undang-undang No. 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-
undang No. 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak

¢) Undang-undang No. 03 Tahun 1997, tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak

d) Undang-undang No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang berkaitan dengan
penjelasan bahan hukum primer, terdiri dari :

a) Buku-buku yang berhubungan dengan hukum pidana, hukum acara
pidana, hukum pidana anak, serta buku-buku yang membahas
tentang tindak pidana narkotika

b) Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan tindak pidana
narkotika.

6. Tekhnik pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang diharapkan dalam penelitian ini, maka

tekhnik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah :

a. Interview atau wawancara
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Interview adalah suatu metode pengumpulan data dengan tanya jawab
sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan
penelitian, atau sebuah dialog yang dilakukan pewawancara untuk
memperoleh informasi dari narasumber.”’ Komunikasi ini dilakukan
dengan cara berhadapan dengan para narasumber yang telah ditentukan
peneliti.
b. Observasi
Adalah pengamatan secara langsung terhadap gejala-gejala subyek yang
diselidiki dengan maksud untuk meyakinkan kebenaran data yang
diperoleh dari wawancara.”> Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan
terhadap proses berjalannya peradilan anak, karena peneliti memiliki izin
khusus dari Ketua Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta.
Metode analisis data
Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk
yang mudah dibaca dan diinterpretasikan.*’Penyusun menggunakan metode
analisis deskriptif, yakni usaha untuk mengumpulkan dan menyusun suatu

data, kemudian dilakukan analisis terhadap data tersebut.”® Data yang

*'Suratman, Metode Penelitian Hukum, ( Bandung : Alfabeta, 2014), him. 20.
*’Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian,( Jakarta : Reneka Cipta, 2003), hlm. 23.
“Ibid, hlm. 24

2Ibid, him. 25.
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terkumpul, selanjutnya dianalisa dengan menggunakan metode deduktif, yaitu
cara berfikir berangkat dari teori atau kaidah yang ada.
G. Sistematika Penulisan
Penyusunan sistematika penulisan dimaksudkan untuk memberikan
gambaran yang jelas serta berkesinambungan dan tidak menimbulkan pemahaman
yang berbeda-beda. Sistematika penulisan ini sebagai berikut :

Bab I, berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan
kegunaan penelitian, kerangka teoritik, telaah pustaka, metode penelitian dan
sistematika penulisan.

Bab II, menguraikan tentang tinjuan umum penegakan hukum terhadap tindak
pidana, tinjauan tentang anak dan tinjauan tindak pidana penyalahgunaan
narkotika yang dilakukan anak.

Bab III, berisi tentang penegakan hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak
terhadap proses pemidanaan anak, mengenai penyalahgunaan narkotika.

Bab 1V, berisi tentang penyajian data dan pembahasan hasil penelitian
sekaligus menjawab permasalahan yang melatarbelakangi penelitian diadakan,
yaitu Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh
Anak di Bawah Umur di Kota Yogyakarta.

Bab V, berisi tentang kesimpulan yang merupakan inti dari penelitian serta
saran-saran sebagai masukan bagi semua pihak yang terkait dengan proses penelitian.



BAB YV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan dan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan

sebagai berikut :

1.

Proses penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana
penyalahgunaan narkotika di kota Yogyakarta, mulai tahap penyidikan
terhadap anak dibedakan dengan orang dewasa. Hal ini Polresta Yogyakarta,
memberikan penanganan secara khusus mulai penangkapan, pemeriksaan dan
penempatan ruang pemeriksaan, serta anak didampingi orang tua. Agar tidak
menimbulkan stigma buruk dan hak-hak anak yang berhadapan dengan
hukum terlindungi. Sehingga sesuai dengan SOP atau buku panduan polisi
khusus untuk penanganan anak yang berperkara dan UU No. 03 Tahun 1997,
tentang Sistem Pengadilan Pidana Anak. Penyidik yang menyidik tersangka
anak terlebih dahulu telah mengikuti pelatihan dalam penanganan anak.
Selanjutnya, tingkat proses pemeriksaan terhadap anak di Pengadilan Negeri
Yogyakarta, bersifat tertutup, majelis hakim, JPU, penasehat hukum tidak
menggunakan toga. Hak-hak anak terpenuhi seperti dihardiri oleh orang
tua/wali, didampingi penasehat hukumnya, pembimbing masyarakat Klien

anak dari BAPAS, sehingga suasana dalam kekeluargaan. Vonis hakim yang
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tidak terlalu tinggi, dan tempat penahanan anak dibedakan dengan orang
dewasa. Proses penahanan dan persidangan yang singkat dan mudah.
Berdasarkan hasil penelitian (wawancara, pengamatan, dan analisis) bahwa
tahap demi tahap yang dilalui oleh anak yang berhadapan dengan hukum,
mulai proses penangkapan, penyidikan, hingga proses peradilan di Pengadilan
Negeri Yogyakarta sampai saat ini sudah sesuai dengan UU No. 03 Tahun
1997, tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, UU No. 23 Tahun 2002, tentang
Perlindungan Anak serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(KUHAP). Fakta dipersidangan pun membuktikan bahwa anak yang terbukti
melanggar UU No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika.
B. Saran
Hasil penelitian ini memang masih jauh dari kesempurnaan yang
diinginkan, meskipun demikian peneliti sangat ingin menekankan pada proses
diversi, sedangkan untuk penyidik polri dikenal dengan diskresi yakni megalihkan
suatu kasus proses formal ke informal, sehingga terwujud proses yang mencapai
keadilan restoratif ini ditegakkan. Pengadilan tidak hanya sebatas menerapkan
hukum formil semata melainkan hukum materil harus sangat mempengaruhi
hukum ini. Apabila formil dikedepankan akan mengabaikan nilai-nilai keadilan.
Memang hal yang legal dalam mempidana anak jika anak yang berhadapan
dengan hukum berumur 14 tahun, tetapi kemunkinan terburuk dampak psikologis

anak lebih mengerikan dari sekedar hukuman penjara.
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